Jurnal Akuntansi Prima Volume V, Nomor 1, Tahun 2015

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
~ No. |SSN: 2088-6136

JURNAL e
AKUNTANSI PRIMA

VOLUME V, NOMOR 11, JULI 2015

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

)

f
)

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
UNIVERSITASPRIMA INDONESIA

JI. Belanga No.1 Simpang Ayahanda Medan Telp. (061) 4155441, Fax. (061) 543-2820
JI. Sekip Simpang Sikambing Medan Telp. (061) 4578890 - 4578870
www.unprimdn.ac.id



'| i Jurnal Akuntansi Prima Volume V, Nomor 1, Tahun 2015
.%‘ FAKULTAS EKONOMI

i==-— UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
UNPRI = No. | SSN: 2088-6136

SURNAL
AKUNTANSI PRIMA

VOLUME V,NOMOR II, JULI 2015

Pembina:

Prof. dr. Djakobus Tarigan, AAIL., DAAK
(Rektor Universitas Prima Indonesia)
Penanggung Jawab :

Cut Fitri Rostina, S.E., M.M
(Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia)

Ketua Penyunting :
Bayu Wulandari, SE.,M.Si

(Universitas Prima Indonesia)

Mitra Bestari :
Fauzi, SE., MM (UISU)
Ferry Safriani, SE., M.Si ( Al-Azhar Medan)



'| i Jurnal Akuntansi Prima Volume V, Nomor 1, Tahun 2015
i @8  FAKULTAS EKONOMI

_ﬁzﬁ_ UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

UNPRI = No. | SSN: 2088-6136

Pengantar Redaksi

Jurnal Akuntansi Prima edisi pertama Volume V Nomor 11, Januari 2015 menyajikan berbagai
hasil pendlitian tentang akuntansi. Dalam penerbitan ini tentu banyak kekurangan disana sini tetapi
kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangatlah diharapkan untuk menambah
kesempurnaan dari Jurnal Akuntansi Primaini.

Harapan tentunya akan semakin luasnya jangkauan dari Jurnal Akuntansi Prima ini sebagal
suatu wahana informasi ilmiah di bidang ekonomi khususnya dalam ilmu akuntansi. Kami sangat
mengharapkan para pembaca untuk bersedia menyumbangkan tulisannya agar media komunikas
ilmiah yang kita cintai ini senantiasa dapat eksis dan berkesinambungan.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih untuk para penulis yang telah menyumbangkan
tulisannya pada edis ini dan tidak lupa kepada semua pihak yang sudah menbantu proses penerbitan
Jurnal Akuntansi Primaini sehingga dapat dibaca para pembaca sekalian.

Medan,  Juli 2015

Salam Kami,

Penyunting



Jurnal Akuntansi Prima Volume V, Nomor 1, Tahun 2015
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

No. ISSN: 2088-6136

AKUNTANSI PRIMA

YOLUME Y, NOMOR II, JULI 2015
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

DAFTAR IS

1. Anadisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Kepemilikan Publik
Terhadap Pelaporan Keuangan Melaui Internet (Internet Financial
Report) Dalam Website Perusahaan
Wenny Anggeresia Ginting 1-10

2. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran
Berkonsep Value For Money Pada Pemerintahan Kabupaten Nias
Victorinus Laoli 11-22

3. Analisis Jumlah Kendaraan Bermotor, PDRB, Jumlah Penduduk
Dan Inflasi Y ang Mempengaruhi Pgjak Kendaraan Bermotor Di
Provins Sumatera Utara
Siti Dini 23-40

4. Analisis Pengaruh Related Party Transaction (RPT) Dan
Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Mangemen Laba Pada
Perusahaan Property Dan Real Estate Y ang Terdaftar Di BEI
Enda Noviyanti Simorangkir 41-57

5. Pengaruh Kecukupan Modal dan Likuiditas Terhadap Jumlah Kredit
Y ang Diberikan Pada Perusahaan Perbankan Y ang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia Periode 2012-2014
Namira Ufrida Rahmi 58-71

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITASPRIMA INDONESIA

JI. Belanga No.1 Simpang Ayahanda M edan Telp.(061) 4155441, Fax. (061) 543-2820
JI. Sekip Simpang Sikambing M edan, Telp. (061) 4578890 - 4578870
www.unprimdn.ac.id



'| i Jurnal Akuntansi Prima Volume V, Nomor 1, Tahun 2015
”§ ' FAKULTAS EKONOMI
==~ UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

UNPRE - No. |SSN: 2088-6136

ANALISISJUMLAH KENDARAAN BERMOTOR, PDRB, JUMLAH
PENDUDUK DAN INFLASI YANG MEMPENGARUHI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI
SUMATERA UTARA

Siti Dini
Universitas Prima Indonesia

Abstract: Motor vehicle tax is one of the income resources of local government
obtained from the ownership and/or possession of the motor vehicle. The revenue from
motor vehicle taxes has not been as expected because its growth tends to fluctuate
significantlyfluctuate. The purpose of this study was to find out the factors influencing
the motor vehicle taxes and to analyze to what extent the factors can affect significantly.
The factors meant are among other things the number of motor vehicles, Gross
Regional Domestic Product (GRDP), the number of population, and inflation. The data
used in this study wer e the secondary data in the forms of 1992 — 2012 time series data
comprising the data of the motor vehicle taxes, Gross Regional Domestic Product
(GRDP), the number of population, and inflation obtained from Sumatera Utara
Provincial Revenue Service, Finance Bureau of the Office of the Governor of Sumatera
Utara Province, Central Bureau of Statistics, and the other sources such as the journal
and results of research. The data obtained were analyzed through the Ordinary Lease
Sguare (OLS) method. The result of this study showed that simultaneously the number
of motor vehicles, Gross Regional Domestic Product (GRDP), the number of
population, and inflation had a significant influence on motor vehicle taxes in the
Province Sumatera Utara. The determination coefficient value (R?) of 0,984 stating the
number of motor vehicles, Gross Regional Domestic Product (GRDP), the number of
population, and inflation can explain the variation of motor vehicle taxes in the
Province of Sumatera Utara for 98,4%. Partially, the result of this study showed that
the number of motor vehicles, Gross Regional Domestic Product (GRDP), the number
of population had positive and significant influence on the motor vehicle taxes while
inflation had negative and insignificant influence on the motor vehicle taxes.

Keywords: Motor Vehicle Taxes, Number of Motor Vehicles, Gross Regional
Domestic Product, Number Of Population, Inflation.

|. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah
upaya untuk meningkatkan seluruh
aspek kehidupan masyarakat, bangsa
dan negara yang sekaligus merupakan
proses pengembangan  keseluruhan
sistem penyelenggaraan negara untuk

mewujudkan tujuan nasional. Untuk
mencapal tujuan tersebut, Pemerintah
Indonesia dihadapkan pada berbagai
masalah dan salah satu diantaranya
adalah dalam hal penyediaan sumber
pembiayaan pembangunan itu sendiri.

Sumber-sumber pembiayaan
pembangunan dapat berasal dari dalam
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negeri dan luar negeri. Pembiayaan
dalam negeri merupakan pilihan utama
untuk  pembiayaan  pembangunan.
Namun sumber penerimaan dalam
negeri yang berasal dari penerimaan
paak, penerimaan migas, serta
penerimaan dalam negeri lainnya belum
cukup untuk membiayai pembangunan

sesua  target pertumbuhan  yang
diinginkan. Saat ini pemerintah
Indonesia tidak lagi dapat
mengandalkan penerimaan dari migas,
sehingga harus megupayakan
peningkatan penerimaan pajak.

Menyadari betapa pentingnya peranan
paak bagi pembangunan nasional,
pemerintah harus menyadari
perekonomian yang tumbuh dengan
cukup signifikan akan berdampak
terhadap  pertumbuhan  perusahaan-
perusahaan  sehingga  profitabilitas
perusahaan akan semakin besar. Para
pekerjapun akan mengalami
peningkatan pendapatan. Dalam kondisi
seperti ini, penerimaan negara dari
perpgjakan  akan  dapat  dipacu
peningkatannya.  Penerimaan  pagjak
digunakan méiputi dari  belanja
pegawai sampai dengan pembiayaan
berbagai proyek pembangunan.
Pembangunan sarana umum seperti
jaan-jaan, jembatan, sekolah, rumah
sakit, puskesmas, kantor polisi yang
memberikan manfaat bagi masyarakat
umum.

Berdasarkan  Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan  daerah,  pendapatan

daerah adalah semua hak daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih dalam periode anggaran tertentu,
pendapatan daerah  berasal  dari
penerimaan dari dana perimbangan
pusat dan daerah, juga yang berasa
daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli
daerah serta lain-lain pendapatan yang

sah. Perimbangan keuangan pemerintah
pusat dan daerah adalah sistem
pembagian keuangan yang adil,
proporsional, demokratis, transparan,
dan bertanggung jawab dalam rangka
pendanaan penyelenggaraan
desentralisasi, dengan
mempertimbangkan potensi, kondis,
dan kebutuhan daerah serta besaran
penyelenggaraan  dekonsentrass  dan
tugas pembantuan. Definisi pendapatan
adli daerah menurut Undang-Undang
No. 28 Tahun 2009 vyaitu sumber
keuangan daerah yang digali dari
wilayah daerah yang bersangkutan yang
terdiri dari hasil pagjak daerah, hasil
retribuss  daerah, hasil  pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah.

Sumber-sumber pendapatan
asli menurut Undang-Undang RI No.32
Tahun 2004 yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang
terdiri dari :

a Hasil pagak dagrah vyaitu
pungutan  daerah  menurut
peraturan yang ditetapkan oleh
daerah untuk pembiayaan rumah
tangganya sebagai badan hukum
publik. Pajak daerah sebagai
pungutan  yang  dilakukan
pemerintah daerah yang hasilnya
digunakan untu pengeluaran
umum yang balas jasanya tidak

langsung  diberikan  sedang
pelaksanannya  hisa  dapat
dipaksakan.

b. Hasil retribusi daerah

yaitu pungutan yang telah secara
sah menjadi pungutan daerah
sebagai pembayaran pemakaian
atau karena memperoleh jasa
atau karena memperoleh jasa
pekerjaan, usaha atau milik
pemerintah daerah bersangkutan.
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Retribusi daerah mempunyai
sifat-sifat yaitu pelaksanaannya
bersifat ekonomis, ada imbalan
langsung walau harus memenuhi
persyaratan-persyaratan  formil
dan materil, tetapi ada aternatif
untuk mau tidak
membayar, merupakan pungutan
yang sifatnya budgetairnya tidak
menonjol, dalam hal-hal tertentu
retribusi daerah adalah
pengembalian biaya yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah
daerah untuk memenunhi
permintaan anggota masyarakat.
c. Hasll perusahaan milik daerah
dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Hasll

perusahaan milik daerah
merupakan pendapatan daerah
dari keuntungan bersih

perusahaan daerah yang berupa
dana pembangunan daerah dan
bagian untuk anggaran belanja
daerah yang disetor ke kas
daerah, baik perusahaan daerah
yang dipisahkan, sesuai dengan
motif pendirian dan pengelolaan,
maka sifat perusahaan daerah
adalah suatu kesatuan produksi
yang bersifat menambah
pendapatan daerah, memberi
jasa, menyelenggarakan
kemanfaatan umum, dan
memperkembangkan
perekonomian daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah
yang sah ialah pendapatan-

25

pendapatan yang tidak termasuk
dalam jenisjenis pajak daerah,
retribusi daerah, pendapatan
dinas-dinas. Lain-lain usaha
daerah yang sah mempunyai

sfat yang pembuka bagi
pemerintah daerah untuk
melakukan  kegiatan  yang
menghasilkan  baik  berupa
materi dalam kegitan tersebut
bertujuan untuk

menunjang, melapangkan, atau
memantapkan suatu kebijakan
daerah disuatu bidang tertentu.

2. Dana perimbangan diperoleh melalui
bagian pendapatan daerah dari
penerimaan  Pgjak Bumi  dan
Bangunan bak dari pedesaan,
perkotaan, pertambangan sumber
daya alam dan serta bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan. Dana
perimbangan terdiri atas dana bagi
hasil, dana alokas umum, dan dana
alokas khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang
sah adalah pendapatan daerah dari
sumber lain misalnya sumbangan
pihak ketiga kepada daerah yang

dilaksanakan sesual dengan
peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah
terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi
dan 11 (sebelas) jenis pagak
kabupaten/kota. Secara rinci dapat
dilihat dalam tabel berikut.



'| i Jurnal Akuntansi Prima Volume V, Nomor 1, Tahun 2015
,@' FAKULTAS EKONOMI
==~ UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

TNPRI | No. | SSN: 2088-6136

Tabel 1.1 Perbandingan Jenis Pajak yang Dikelola Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/K ota

Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/K ota
1. Pajak Kendaraan Bermotor 1. Pajak Hotel
2. BeaBalik NamaKendaraan 2. Pajak Restoran
Bermotor 3. Pgak Hiburan
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan 4. Psjak Reklame
Bermotor 5. Pajak Penerangan Jalan
4. Pgak Air Permukaan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5. Pagjak Rokok 7. Pajak Parkir
8. Pgjak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan

11. BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber : UU No 28 Tahun 2009

Berdasarkan Tabel 1.1 ada lima jenis
paak yang dikelola oleh provins yaitu
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, Pgak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
Pajak Air Permukaan dan Pgjak Rokok.
Sedangkan pajak yang dikelola
Kabupaten/K ota ada sebelas yaitu Pajak
Hotel Pgak Restoran Pajak Hiburan
Pajak Reklame Pgjak Penerangan Jalan
Pgjak Mineral Bukan Logam dan
Batuan Pgjak Parkir Pgjak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet Pgjak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan. Setiap provins atau daerah
diijinkan untuk tidak memungut salah
satu atau beberapa jenis paak yang
telah ditetapkan apabila potensi pajak di
daerah atau provins tersebut dipandang
kurang memadai. Meskipun beberapa
jenis pajak daerah dan retribusi daerah
sudah ditetapkan dengan undang-
undang ini, daerah kabupaten/kota
diberikan peluang menggali potensi
sumber-sumber keuangannya dengan
menetapkan jenis pajak dan retribusi
selain yang telah ditetapkan, sepanjang
memenuhi kriteria yang ditetapkan dan
sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sgjalan perkembangan
perekonomian yang disertai dengan
meningkatnya sarana dan prasana
pemerintahan maka semakin meningkat
pula pel aksanaan tugas-tugas
pemerintah. Begitu juga halnya dengan
pemerintah daerah Provins Sumatera
Utara. Untuk mel aksanakan
pembangunan tersebut dibutuhkan dana
yang tidak sedikit jumlahnya. Dana
tersebut diperoleh dari berbagai sumber
penerimaan atau pendapatan.

Dinas  Pendapatan  Daerah
Provinss Sumatera Utara sebagai
organisasi sektor publik yang mengelola
pendapatan asli daerah yang merupakan
bagian dari pendapatan daerah. Dalam
pelaksanaan  pemungutannya, Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera
Utara membentuk Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) yang tersebar
diseluruh kabupaten/kota yang ada di
Sumatera Utara. UPTD melaksanakan
pelayanan di bidang pemungutan pajak,
retribuss  dan  pungutan lainnya.
Redlisas penerimaan Pgjak Kendaraan
Bermotor dan kontribusinya terhadap
pendapatan asli  daerah  Provis
Sumatera Utara disgjikan pada Tabel1.2
berikut ini :
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Tabel 1.2 Realisas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kontribusinya terhadap Pendapatan Adli Daerah Provins
Sumatera Utara Tahun 2003-2012

Tahun Pendapatan Adli Redlisas Kontribusi PKB
Daerah (PAD) Pajak Kendaraan Terhadap PAD
(Rp) Bermotor (PKB) (%)
(Rp)
2003 908.262.761.067,74 317.961.718.624 35,01
2004 1.143.128.727.376,44 392.925.761.083 34,37
2005 1.361.818.034.067,21 462.768.823.000 33,98
2006 1.502608.215.741,42 499.955.253.422 33,27
2007 1.708/296.297.382,99 557.359.187.000 32,63
2008 2.181.311.593.607,20 655.450.316.032 30,05
2009 2.016.073.324.081.,20 738.968.379.512 36,65
2010 2.554.780.317.361,99 799.444.270.412 31,29
2011 3.578.462.061.779,94 1.041.427.438.115 29,10
2012 4,026.427.214.194 1.211.332.519.878 30,08

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat
dilinat bahwa Pgak Kendaraan
Bermotor memberikan kontribusi yang
berfluktuasi terhadap pendapatan adli
daerah  Provinss Sumatera Utara
Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun

2009, dimana kontribusi  Pagjak
Kendaraan Bermotor terhadap
pendapatan asli daerah  Provins

Sumatera Utara mencapai 36,65 persen.
Sedangkan kontribusi terendah terjadi
pada tahun 2011 dimana kontribus

Pgak Kendaraan Bermotor terhadap
pendapatan asli daerah  Provins
Sumatera Utara hanya sebesar 29,10
persen.

Adapun perkembangan target
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan redisas  penerimaan  Pgak
Kendaraan Bermotor di  Provins
Sumatera Utara tahun 2003 sampai
dengan tahun 2012 dapat dilihat pada
Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 1.3 Target dan Realisas Pajak Kendaraan Bermotor di Provins
Sumatera Utara Tahun 2003-2012

Tahun Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Target Readlisasi Pertumbuhan Realisasi
(Rp) (Rp) Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) (%)
2003 26.818.6045.000 317.961.718.624
2004 336.676.650.000 392.925.761.083 23,58
2005 424.300.000.000 462.768.823.000 17,78

27
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2006 480.000.000.000 499.955.253.422 8,04

2007 555.000.000.000 557.359.187.000 11,48
2008 687.427.437.920 655.450.316.032 17,60
2009 714.971.300.000 738.968.379.512 12,74
2010 823.971.300.000 799.444.270.412 8,18

2011 1.000.991.000.000 1.041.427.438.115 30,27
2012 1.199.237.457.346 1.211.332.519.878 16,31

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provins Sumatera Utara
Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dinyatakan efektif apabila redisas

dilihat dari tahun ke tahun redlisas
penerimaaan Pajak Kendaraan
Bermotor selalu dapat melampaui target
yang telah ditetapkan atau secara
keseluruhan bahwa realisasi penerimaan
Paak Kendaraan Bermotor Provins
Sumatera Utara lebih tinggi
dibandingkan dengan target penerimaan
Paak Kendaraan Bermotor sehingga
dapat dikatakan efektif. Dilihat dari
perkembangannya tahun 2003 sampai
tahun 2012 realisasi penerimaan Pajak

melampaui target yang telah ditetapkan.

Pgak Kendaraan Bermotor
dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan
produkss dan jumlah kendaraan
bermotor. Jadi dapat dikatakan hampir
setiap satu keluarga bisa memiliki 1ebih
dari 1 motor, karena jumlah kendaraan
bermotor yang bertambah meningkat
setiap tahunnya.

Berikut adalah laju pertumbuhan
jumlah kendaraan bermotor di Provins
Sumatera Utara tahun 2003-2012.

Kendaraan Bermotor cenderung
mengal ami peningkatan, namun Tabel 14 Pertumbuhan Jumlah
pertumbuhannya berfluktuasi. Kendaraan Bermotor Provins

Penerimaan Pgjak Kendaraan Bermotor
haruslah diimbangi dengan efektifitas

Sumatera Utara Tahun 2003-2012

Tahun Jumlah Kendaraan  Pertumbuhan

dalam proses pemungutannya. Bermotor (%)
Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (Unit)
dilakukan  dengan  tujuan  untuk 2003 1.664.930 ;
R . 2004 1.957.703 17,58
mengetahui - sgjauh  mana  efektifitas 2005 2.285.404 16,74
penerimaan penerimaan Pajak 2006 2.555.453 11,82
Kendaraan Bermotor sebagai komponen 2007 2.896.912 13,36
pendapatan asli daerah khususnya di 5008 3-3(1)4-758 14,08
Provins Sumatera Utara. Penerimaan 2828 2'333'?23 ;913’757
Pajak Kendaraan Bermotor — dapat 2011 4.569.295 13,13
2012 4.982.417 9,04

28
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Tabel 1.5 Pertumbuhan Kontribus Pajak Kendaraan Ber motor Per
Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2012

Tahun  Pajak Kendaraan Jumlah Kendaraan Kontribusi PKB Pertumbuhan
Bemtor (PKB) Bermotor Per Kendaraan Kontribusi PKB Per
(Rp) (Unit) Bermotor (Rp) Kendaraan
Bermotor (%)
2003 317.961.718.624 1.664.930 190,976.03
2004  392.925.761.083 1.957.703 200,707.54 5,10
2005 462.768.823.000 2.285.404 202,488.85 0,89
2006  499.955.253.422 2.555.453 195,642.52 -3,38
2007 557.359.187.000 2.896.912 192,397.69 -1,66
2008 655.450.316.032 3.304.728 198,337.14 3,09
2009 738.968.379.512 3.613.876 204,480.83 3,10
2010 799.444.270.412 4.039.127 197,925.01 3,21
2011 1.041.427.438.115 4.569.295 227,918.63 15,15
2012 1.211.332.519.878 4.982.417 243,121.46 6,67

Berdasarkan Tabel 1.5 terlihat

Ha ini maka penulis tertarik

bahwa jumlah kendaraan bermotor
memberikan kontribusi yang
berfluktuasi terhadap Pajak Kendaraaan
Bermotor. Jumlah kendaraan bermotor
terus meningkat dari tahun ke tahun,
akan tetapi kontribusinya terhadap
Pajak Kendaraan Bermotor mengalami
kontradiktif. Ini dikarenakan, ada
beberapa nila  menunjukkan angka
penurunan bahkan bertanda negatif dan
ratarata  persentase  pertumbuhan
kontribus Pajak Kendaraan Bermotor
terhadap jumlah kendaraan bermotor
yaitu 2,59 persen dimana lebih kecil
dari persentase pertumbuhan jumlah
kendaraan bermotor yaitu 12,98 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan
diatas kontribusi yang tertinggi terjadi
pada tahun 2011 dengan tingkat
kontribusi sebesar 15,15 persen dan
terendah pada tahun 2006 dengan
tingkat kontribusi minus 3,38 persen.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
juga dipengaruhi oleh pendapatan suatu
daerah.

untuk menditi hal-ha tersebut diatas
dengan  judul  *“Analisis  Jumlah
Kendaraan Bermotor, PDRB, Jumlah
Penduduk dan Inflasi Y ang
Mempengaruhi Paak  Kendaraan
Bermotor di Provinsi Sumatera Utara ”

I. TELAAH LITERATUR DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kgjian terhadap beberapa studi
topik sgjenis dengan penelitian ini yang
berhasil ditemui antaralain :

1. Syafruddin  (2003), penelitian
dengan judul “Analisis Faktor-
Fektor Yang  Mempengaruhi
Penerimaan  Pgak  Kendaraan
Bermotor dan Bea Baik Nama
Kendaraan Bermotor di Propinsi
DKI1 Jakarta”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kendaraan
bermotor dan PDRB berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor
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di Propinss DKI Jakarta. Inflasi
berpengarun  negatif dan tidak
signifikan serta jumlah penduduk
yang berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor di
Propinsi DK Jakarta.

2. Radini (2010), penelitian dengan
judul  “Analisis Efektivitas dan
Variabel-Variabel yang
Berpengaruh terhadap penerimaan
Pgjak Kendaraan Bermotor (PKB)
Provinss Bali Tahun 1999-2009".
Hasil  penelitian  menunjukkan
bahwa Nila Jua Kendaraan
Bermotor (NJKB) dan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB)

per kapita secara simultan
berpengaruh  signifikan terhadap
penerimaan  Pgak  Kendaraan

Bermotor (PKB). Secara parsia
PDRB per kapita berpengaruh
positif terhadap penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB).

3. Ariash eta (2013), penelitian
dengan judul “Pengaruh Jumlah
Penduduk dan PDRB Per Kapita
Terhadap Penerimaan PKB Dan
BBNKB Serta  Kemandirian
Keuangan Daerah Provins Badli
Tahun 1991-2010”. Hasil penelitian
menunjukan bahwa jumlah
penduduk dan PDRB per kapita
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penerimaan PKB dan
BBNKB Provins Bali. Jumlah
penduduk dan PDRB per kapita
berpengaruh secara tidak langsung
terhadap kemandirian keuangan
daerah melalui penerimaan PKB
dan BBNKB di Provins Bali.

4. Dewi dan Puspita (2009), penelitian
dengan judul “Analisis Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi
Penerimaan  Pgak  Kendaraan

Bermotor di Provinsi Bengkulu”.
Hasil penelitian menunjukan bahwa
Produk Domestik Regiona Bruto
(PDRB) dan jumlah kendaraan

berpengarun  signifikan  positif
terhadap penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor, selain itu

layanan SAMSAT keliling tidak
berpengaruh terhadap penerimaan
Pagak Kendaraan Bermotor di
Propinsi Bengkulu.

Hasil pemungutan pajak-pajak
yang berkaitan dengan kendaraan
bermotor memberi kontribusi  yang
signifikan (Barrat and Smith, 2005).
Produksi kendaraan bermotor yang
terus meningkat. Dengan begitu tingkat
pembelian kendaraan bermotor jugaikut
meningkat. Sehingga dengan banyaknya
pengguna kendaraan bermotor dimana
kendaraan bermotor merupakan objek
dari Pgjak Kendaraan Bermotor, maka
dapat dikatakan Pgak Kendaraan
Bermotor akan ikut terkena dampak
yang positif. Sedangkan pengaruh
PDRB terhadap Pajak Kendaraan
Bermotor yaitu dengan meningkatnya
pendapatan per kapita penduduk,
menyebabkan  timbulnya dorongan
daam dinamika masyarakat untuk
memiliki kendaraan pribadi. Sehingga
dinamika  ini ikut  mendorong
meningkatnya potensi penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor.Pentingnya
variabel jumlah penduduk terhadap
penerimaan  paak dan  retribus
sebagaimana dikatakan oleh Musgrave
and Musgrave dalam Sriyana (1999)
menyatakan bahwa besar kecilnya
penerimaan pajak pusat maupun pajak
daerah serta retribus daerah akan
sangat di tentukan oleh jumlah
penduduk, pendapatan dan kebijakan
pemerintah. Menurut Nanga (2005:237)
inflas adalah suatu gejala dimana
tingkat harga umum mengal ami
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kenaikan secara terus-menerus. Naiknya
inflas disebabkan adanya kenaikkan
jumlah uang beredar, turunnya suku
bunga dan permintaan masyarakat akan
barang juga meningkat. Proses
meningkatnya inflasi terhadap harga-
harga umum secara terus-menerus tanpa
didukung dengan pendapatan yang
tinggi akan mengakibatkan daya
konsumsi masyarakat serta naiknya
biaya produkss menurun dan akan
berdampak  negatif  serta  akan
mengurangi pajak dikarenakan harus
menghentikan produksinya. Nersiwad
(2002) menyatakan bahwa inflas
menurunkan penerimaan pajak, baik
secara keseluruhan maupun total pajak,
pajak yang tarifnya progresif contohnya
Pajak Penghasilan termasuk Pajak
Kendaraan Bermotor, maupun pajak
yang strukturnya non progresif meliputi
PPN, Bea Masuk, Pgjak Ekspor, PBB

dan pgjak lain.

Variabel Independen Variabel Independen

Jumlah Kendaraan
Bermotor

(X2)

PDRB

| | Pajak Kendaraan
(X2) 4

Bermotor

)

A Va4

Jumlah Penduduk
(X3)

Inflasi
(X4)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan telaah  literatur  dan

kerangka konseptual, hipotesis

penelitian ini adalah :

1. Secara simultan jumlah kendaraan
bermotor, PDRB, jumlah penduduk
dan inflasi berpengaruh positif

terhadap Pajak Kendaraan
Bermotor di Provinss Sumatera
Utara.

2. Secara parsia jumlah kendaraan
bermotor  berpengarun  positif,
PDRB berpengaruh positif, jumlah
penduduk berpengaruh positif dan
inflasi berpengaruh negarif
terhadap Pajak Kendaraan
Bermotor di Provinss Sumatera
Utara

1. METODOLOGI

Jenis penelitian ini merupakan
penelitian bersifat hubungan sebab-
akibat (causal), yaitu terdapat satu atau
dua variabel yang berhubungan,
variabel independen dan dependen.
Peneliti menggunakan desain penelitian
ini untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh jumlah kendaraan bermotor,
PDRB, jumlah penduduk dan inflasi
terhadap pajak kendaraan bermotor di
Provinsi Sumatera Utara.

Lokasi penelitian ini adalah di
Provinsi  Sumatera Utara  Data
penelitian menggunakan data sekunder
dan diperoleh dari laporan tahunan pada
Dinas Pendapatan Daerah dan Badan
Pusat Statistik Provinsi Sumatera
Waktu pendlitian dimulai bulan Apiril
2014 sampa dengan selesai. Pada
penelitian ini  jumlah pengamatan
terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di
Provinsi Sumatera Utara sebanyak 21
tahun, meliputi kurun waktu 1992 -
2012.

Definisi  operasional  variabel-
variabel penelitian dapat dilihat pada
Tabel 3.1 sebagai berikut :
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Pendlitian Pengertian Par ameter Skala
Variabel Independen
X)
Jumlah  Kendaraan Seluruh jenis kendaraan bermotor  Jumlah kendaraan Interval
Bermotor (X4) meliputi mobil penumpang, mobil  bermotor yang diumumkan
bus, mobil barang, sepeda motor, oleh Badan Pusat Statistik
dan ala berat di Provins (BPS)
Sumatera Utara pada tahun 1992-
2012
Produk Domestik  Produk Domestik Regional Bruto PDRB Provins Sumatera  Interval
Regional Bruro (X,) berdasarkan harga berlaku dalam Utara berdasarkan harga
satuan rupian dari Badan Pusat berlaku yang diumumkan
Statistik Proving Sumatera Utara oleh Badan Pusat Statistik
tahun 1992-2012 (BPS)
Inflasi (X3) Kenaikan harga umum barang Nilai inflasi yang Rasio
secara terus menerus di ukur diumumkan oleh Badan
dengan lgju inflas di Provins Pusat Statistik
Sumatera Utaratahun 1992-2012  (BPS)
Jumlah  Penduduk Seluruh orang yang berdomisili  Jumlah orang yang Interval
(Xa) di Provins Sumatera Utara tahun berdomisili di  Provinsi
1992-2012 Sumatera Utara
diumumkan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS)
Variabel Dependen
™
Pajak Kendaraan Jumlah penerimaan pajak Data tahunan jumlah pajak Interval
Bermotor (Y) kendaraan  bermotor  secara kendaraan bermotor Dinas

keseluruhan yang diterima dari
jenis kendaraan bermotor yang
ada di Provinsi Sumatera Utara
yang terdiri dari sedan, jeep, mini
bus, bus, mikrobus, pick up, light
truck, truk, dan sepeda motor roda
dua, roda tiga serta aat berat
dalam satuan rupiah pada tahun
1992-2012.

Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara

Model dan Teknis Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan
dengan menggunakan model anaisis
regresi berganda. Persamaan regresinya

adalah:

natural.

Dengan tujuan menyesuaikan

berikut :

Y=a+ biXq + bpXo + beXs+baXa + €

32

seluruh ukuran variabel, maka model ini
ditransformasikan ke dalam logaritma
Modelnya adalah sebagai
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LnY = a +b;LnX; +boLnXs + bslnX3+

Social Science (SPSS) dengan tingkat

bsLnX;+ e kepercayaan (confidance level) 95%,
Keterangan : atau taraf nyata (a) 5%.
Y . Pgjak Kendaraan Bermotor
(Rp)
a : Konstanta I1l. HASIL PENELITIAN DAN
b1 — b, : Koefisien variabel PEMBAHASAN
X1 : Jumlah kendaraan bermotor
(unit) Deskripsi Variabel Penelitian
X2 : PDRB (Rp) Setelah melalui berbagai
X3 : Jumlah Penduduk (Jiwa) tahapan penelitian yang telah dilakukan,
Xa : Inflasi (%) maka diperoleh deskripsi data penelitian
e . Eror pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Alat analisis yang digunakan
adalah program Statistical Package for

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Jumlah Kendaraan Bermotor (X;), PDRB (X3),
Jumlah Penduduk (X3), Inflasi (X,;) dan Pajak Kendaraan Bermotor

(Y).
Descriptive Statistics
Pajak Kendaraan Jumlah PDRB Jumlah Inflasi
Bermotor Kendaraan Penduduk
Bermotor
N Valid 21 21 21 21 21
Mean 399350764380.48  1340726.423  122952471718571.42  12019661.76 11.508
Std.
o 326871180252.501  2060406.19  103286728608141.330 838505571 17.16358
Deviation
Maximum 1211332519878 4982417 351118160000000 13248386 83.56
Minimum 117048569326 706590 13826460000000 10537796 1.37
Uji Asums Klasik perbaikan sesuai dengan teknik yang
Uji asums klask adaah diperbolehkan dalam ilmu statistik
persyaratan  statistik yang  harus

dipenuhi pada anaisis regres linear
berganda yang berbasis Ordinary Lease
Sguare (OLS) bertujuan dalam upaya
untuk memperoleh hasil andisis regresi
yang valid. Ada 4 asums klasik yang
harus dipenuhi yaitu data normal, tidak
ada multikolinieritas, tidak ada
heteroskedastisitas, dan tidak ada
autokorelasi. Apabila asumsi  klasik
belum terpenuhi maka perlu dilakukan

Uji Normalitas Data

Pada penelitian  ini,  uji
normalitas dapat dilakukan dengan
menggunakan melihat analisis grafik
dan uji Kolmogorov-Smirnof

1. Analisis Grafik

Pada Gambar 4.1 grafik normal
plot terlihat titik-titik sebaran data
normal .
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One-Sample Kolmogor ov-Smirnov Test

Normal P-F Plot of Reqression Standardized Residual Unstandal'dlzed
. Dependent Variable: LnY Residua
o N 21
] i Normal Mean .0000000
i Parameters’  gq.
5o i Deviation 10115594
5] Most Extreme Absolute 181
o Differences  positive 102
| e, Negative -.181
y Kolmogorov-Smirnov Z .829
R o Asymp. Sig. (2-tailed) 497

Obscrved Cum Prob

Gambar 4.1 : Normal Probability Plot a Test distribution is Normal.

Hasil uji statistik pada Tabel 4.2

Andisis  grafik  berikutnya
adalah dengan melihat grafik histogram
pada Gambar 4.2.

Histogram

menunjukka bahwa nilai Kolmogorov —
Smirnov  Z sebesar 0,829 dan
signifikansinya pada 0,497. Maka dapat

dismpulkan hipotesis Ha diterima
(Asymp.Sig = 0,497 > 0,05) artinya data
] e berdistribusi normal.

Dependent Variabls: LnY

Uji Multikolinieritas.
™N Untuk menguji ada tidaknya
/ masalah multikolinieritas dalam model
\ estimasi dilakukan dengan melihat R
yang dihasilkan dari estimasi model.
Pada hasil estimasi variabel — variabel
bebas, sebagaimana disgikan pada
Tabel 4.3.

Frequency
L

I T
-3 =2 & 1 2 2

Regrassion Standardized Residual
Gambar 4.2 Grafik Histogram
Normalitas
Berdasarkan ~ Gambar 4.2,
diketahui bahwa sebaran data yang
menyebar ke semua daerah kurva
normal. Dapat disimpulkan bahwa data
mempunyai distribusi normal.

Tabel 4. 3Estimasi Uji R? (Hasil
Estimasi Antar Variabel Bebas)

2. Analisis statistik Variabel Nilai R®
Berdasarkan uji One — Sample LnPKB = :‘_nPDRI(B'-”LJEJ% 0,984
Kolmogorov — Smirnov tampak pada LniINF) | :

tabel diberikut ini : LnJKB

f  (LnPDRB, 0947
LnJP, LnINF)
Tabel 4.2 Kolmogorov — Smirnov LnPDRB f (LnJP, LnINF, 0,958

LnJKB)
Test LnJP = f (LnINF, 0,961



=8

e

Ul

NPRI

Jurnal Akuntansi Prima
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6136

LnJKB, Ln
PDRB)
LnINF = f (LnJXKB, Ln 0,063
PDRB, LnJP)
Berdasarkan Tabel 4.3,

diketahui bahwa R* LnPKB = LnJKB,
LnNPDRB, LnJP, LnINF = 0,984 lebih
besar dibandingkan dengan nila R?
dalam regres parsia, R* LnJKB =
LnPDRB, LnJP, LnINF = 0,947, R?
LnPDRB = LnJP, LnINF, LnJKB =
0,958, R> Ln JP = LnINF, LnJKB,
LnPDRB = 0,971, R? INF = Ln JKB,
LnPDRB, LnJP = 0,063.

Maka dapat disimpulkan bahwa
dalam model empiris Ln PKB = f (Ln
JKB, LnPDRB, LnJP, Ln INF) tidak
ditemukan adanya multikolinieritas atau
model regresi terbebas dari geada
multikolonieritas, yang artinya tidak
terdapat korelasi antar variabel bebas
(independen).

Uji Autokorelasi

Uji asums klasik autokorelasi
dengan menggunakan Uji Durbin -
Watson (DW test) sebagaimana
disgjikan pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Uji Durbin — Watson
Model Summary”®
Model R Durbin-Watson
1 .992% 1.222

a. Predictors. (Constant), LnX4, LnX3, LnX1,
LnX2

b. Dependent Variable: LnY

Berdasarkan Tabdl 5.4, diketahui bahwa
nilai DW satistik sebesar 1,222. Untuk

mendeteksi  terjadinya  autokorelasi,
angka ini  kemudian diklarifikasi
menurut  kriteria yang ditentukan

dengan Tabel 4.5.

Volume V, Nomor 1, Tahun 2015

Tabel 4.5 Pengukuran Autokorelasi

Durbin — Watson Kesimpulan
) terjadi autokorelasi
JkaO<d<d, positif
Jkad, <d<dy, tidak ada kesimpulan
) ada autokorelasi
Jka4-dysd<4-d.tidak adakesimpulan
tidak ada

' <d<4-
Jkady<d<4-dv i orordas posiif

Berdasarkan Tabel 5.5 diperoleh
nilai hitung Durbin Watson (DW)
sebesar 1,222. Nila ini akan
dibandingkan dengan nilai tabel dengan
menggunakan nilai signifikansi 5 %,
jumlah sampel (n) = 21. Jumlah variabel
independen (k) = 4 diketahui bahwa
nila dL = 0,927 dan nila dU = 1,812.
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa:

- dU=1,812, DW (d) = 1,222, maka
du > DW (d) =1,812 >1,222.
- 4-dUu=4-1812=2,188
- Nila DW (d) < 4-dU =1,222
< 2,188
Maka nilar DW masuk kedalam
kategori dy < d < 4 — dy, yang berarti
tidak ada autokorelas positif maupun
negatif

Uji Heter oskedastisitas

Uji asumsi klasik
heteroskedastisitas dengan
menggunakan Uji Glgser. Untuk
menguji ada tidaknya masalah
heteroskedastisitas ~ dalam model
estimasi dilakukan dengan

membandingkan nilai signifikansi yang
harus lebih besar dari nilai apha (Sig. >
a)
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Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser

Coefficients
Unstandardized Standardized Lo -
Model Coefficients  Coefficients ¢ gg Ol neity Sttistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 3.113 12.368 .252 .804
LnJKB 156 .083 1611 1.882 .078 .053 19.038
LnPDRB =117 .059 -1.912 -1.990 .064 .042 23.960
LnJP -.093 .862 -.107  -.108 915 .039 25.404
LnINF .004 .015 .048 .237 .816 .937 1.067
a. Dependent Variable: Abs Res
Berdasarkan Tabel 4.6, bermotor, PDRB, jumlah penduduk dan

diketahui pengujian heteroskedastisitas
dengan menggunakan uji  Gleser
menunjukan nilai  dari probabilitas
signifikansinya untuk seluruh variabel
di atas 5% yaitu LnJKB = 0,078 ,
LnPDRB = 0,064 , LnJP = 0,915 ,
LnINF = 0,816. Jadi dapat disimpulkan
model regresi tidak terdapat adanya
heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Penggunaan persamaan regresi
berganda dibentuk fungsi persamaan
faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak
Kendaraan Bermotor di  Provins
Sumatera Utara. Variabel-variabel yang
dianggap memberikan pengaruh
terhadap Pajak Kendaraan Bermotor

inflasi.
Tabe 4.7 Koefisien Deter minasi

Model Summary®

R  Adjusted Std. Error of

Model R Square R Square the Estimate

1 .992% 984 .980 11310

a. Predictors: (Constant), LnINF, LnPDRB,
LnJKB, LnJP

b. Dependent Variable: LnPKB

Berdasarkan Tabel 4.7,
diketahui perhitungan nila R Square
adalah 0.984. Hal ini berarti 98,4%
Pgjak Kendaraan Bermotor di Provinsi
Sumatera Utara dapat dijelaskan oleh

. seluruh  variabel independen yaitu
addleh _Jumlah kendaraan _berm_otor, jumlah kendaraan bermotor, PDRB,
PDRB, jumlah penduduk dan inflasi. jumlah  penduduk, dan inflasi.

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi
digunakan untuk menguji goodness-fit
dari model regresi yang dapat dilihat
dari nila R Square, dengan tujuan
mengetahui hubungan Pajak Kendaraan
Bermotor di Provinss Sumatera Utara
dengan faktor jumlah kendaraan

36

Sedangkan sisanya sebesar 16 %

dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

Uji Signifikansi Simultan (F Test)
Hasil uji statistik F dapat dilihat
pada Tabel 5.8 berikut:
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Tabel 4.8 Uji Signifikansi Simultan (F Test)

ANOVAP
Model Sum of Squares Mean Square F Sig.
1 Regression 12.684 3171 247.919 .000°
Residual .205 .013
Tota 12.889

a. Predictors: (Constant), LnINF, LnPDRB, LnJKB, LnJP

b. Dependent Variable: LnPKB

Berdasarkan Tabel 4.8, untuk uji
F diketahui F hitung 247,919 dengan
tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil
dari 0.05, maka model regresi bisa
dipakai untuk memprediksi Pgak
Kendaraan Bermotor, atau jumlah
kendaraan bermotor, PDRB, jumlah
penduduk dan inflas secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh terhadap
Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi
Sumatera Utara.

Uji Signifikans Parsial (t Test)
Hasil uji statistik t dapat dilihat
pada Tabel 4.9 berikut:

Tabd 4.9 Uji Signifikansi Parsial (t Test)

Coefficients®

Unstandardized  Standardized

Collinearity Statistics

Model Coefficients Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta Tolerance  VIF
1 (Constant) 85.183 26.131 3.260 .005
LnIJKB 1.313 175 1.031 7.501 .000 .053 19.038
LnPDRB .335 124 416 2.700 .016 .042 23.960
LnJP 5.427 1.821 - 473 2.980 .009 .039 25.404
LnINF -.044 .032 -.046 -1411 77 .937 1.067
a. Dependent Variable: LnPKB
Berdasarkan Tabel 4.9, Kendaraan Bermotor di  Provins

diketahui uji t statistik bahwa variabel

jumlah  kendaraan, PDRB, jumlah
penduduk dan inflasi berpengaruh
secara Signifikan terhadap Pajak

Sumatera Utara. Berikut ini hasil uji t

dari masing-masing variabel bebas.

1. Nilai signifikansi jumlah kendaraan
bermotor (X1) = 0.000 < 0,05,
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artinya maka dapat disimpulkan
bahwa jumlah kendaraan bermotor
berpengaruh  signifikan terhadap
Pgak Kendaraan Bermotor di
Provins: Sumatera Utara. Kondisi
ini berarti Ha diterima dan Hg
ditolak.

2. Nila dignifikanss PDRB (X2) =
0,016 < 0,05 maka dapat
dismpulkan bahwa PDRB
berpengaruh signifikan terhadap
Pgak Kendaraan Bermotor di
Provins Sumatera Utara. Kondisi
ini berarti Ha diterima dan Hp
ditolak.

3. Nila signifikansi jumlah penduduk
(X3) = 0,009 < 0,05, maka dapat
dissmpulkan bahwa jumlah
penduduk berpengaruh signifikan
terhadap Pajak Kendaraan
Bermotor di Provinss Sumatera
Utara. Kondisi ini berarti Ha
diterimadan Ho ditolak.

4. Nila signifikans inflas (X4) =
0,177 < 0,05, maka dapat
dissmpulkan bahwa inflas
berpengarun  tidak  signifikan
terhadap Pajak Kendaraan
Bermotor di Provinss Sumatera
Utara. Kondisi ini berarti Ha
ditolak dan Hy diterima.

Hal ini dikarenakan sebagian
besar Wagjib Pagak (WP) Pgak
Kendaraan Bermotor tetap membayar
Paak Kendaraan Bermotornya agar
kendaraan bermotor yang dimilikinya
dapat digunakan, meskipun inflasi naik.

Berdasarkan uraian di atas maka
disusun persamaan regresi berganda
sebagai berikut :

LnPKB = 85,183 + 1,313 LnJKB +

0,335LnPDRB + 5427 LnJP -

0,044LnINF

V. KESIMPULAN,

KETERBATASAN DAN
SARAN

Kesimpulan

1. Secara simultan jumlah kendaraan
bermotor, PDRB, jumlah penduduk
dan inflas berpengaruh signifikan
terhadap Pajak Kendaraan
Bermotor di Provinss Sumatera
Utara.

2. Secara parsiad jumlah kendaraan
bermotor, PDRB, jumlah penduduk
berpengaruh positif dan signifikan,
dan inflasi berpengaruh negatif dan
tidak signifikan terhadap Pajak
Kendaraan Bermotor di Provins
Sumatera Utara.

Keterbatasan Pendlitian

1. Dalam pendlitian ini pada variabel
dependennya penerimaan Pgjak
Kendaraan Bermotor dari
kendaraan bermotor beroda beserta
gandengannya yang digunakan
dijalan darat tidak termasuk
kendaraan bermotor yang di
operasikan di air.

2. Kurangnya ketersediaan data untuk
tahun  sebelum tahun 1992,
sehingga jumlah pengamatan hanya
21 tahun yaitu periode tahun 1992
sampai dengan tahun 2012.

Saran

1. Penditian selanjutnya hendaknya
menggunakkan Pajak Kendaraan
Bermotor dari kendaraan bermotor
di darat dan di air serta menambah
tahun pengamatan menjadi paling
sedikitnya 30 (tiga puluh) tahun.

2. Pemerintah  Provins  Sumatera
Utara hendaknya merealisasikan
pengalokasian paling sedikitnya 10
% (sepuluh persen) dari hasil
penerimaan  Pgak  Kendaraan
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Bermotor termasuk yang
dibagihasilkan kepada
kabupaten/kota untuk
pembangunan dan atau
pemeliharaan jaan serta

peningkatan moda dan sarana
transportasi umum, agar kesadaran
masyarakat atau WP menyadari
pentingnya  membayar  Pagjak
Kendaraan Bermotor.

3. Pemerintah Provins dan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Utara harus melakukan
penegakkan hukum di bidang pajak

kendaraan bermotor dengan
menetapkan pajak untuk
kendaraan-kendaraan bermotor

tahun pembuatan lama atau tua dan
kendaraan bermotor yang tidak
beroperasi di jalan umum yang
menghindar dari kewajiban
perpajakannya disertai pengenaan
sanksi perpagjakan dan menerapkan
tarif pajak terhadap kepemilikan
kendaraan bermotor yang lebih dari
1 (satu) kendaraan bermotor.
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